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ABSTRAK :

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 9
Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara
Pada Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024,
untuk masing-masing desa telah diangkat 3 (tiga) orang anggota Panitia Pemungutan
Suara, 1 (satu) di antaranya dari Desa Mlati Kecamatan Arjosari atas nama sdri. Risma
Ummamul Khoiroh;

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 225
Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Poko
Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, telah
memberhentikan sdri. Risma Ummamul Khoiroh sebagai anggota Panitia Pemungutan
Suara Desa Mlati Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan melakukan penggantian anggota Panitia
Pemungutan Suara Desa Poko Kecamatan Pringkuku dengan mekanisme penggantian
oleh calon anggota PPS peringkat berikutnya berdasarkan hasil seleksi calon anggota
Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf
¢, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun
2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada
Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum



CATATAN :

Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 547); Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476
Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang
Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun
2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada
Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 225 Tahun 2023 tentang
Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Poko Kecamatan Pringkuku
Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam Keputusan KPU Nomor 229 Tahun 2023 diatur tentang :

Menetapkan Dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Poko
Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 atas
Nama Sdri. Agustina Wulandari.

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Oktober 2023



